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Lampiran 1. Kuesioner Pernyataan Kesediaan Menjadi Responden

PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN

INFORMED CONSENT PENELITIAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENANGGULANGAN
STUNTING DI KABUPATEN ENREKANG

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : …………………………………………………

Umur : …………………………………………………

Jenis Kelamin : L / P

Jabatan : …………………………………………………

No Telp / Hp : …………………………………………………

Alamat : …………………………………………………

Dengan ini saya menyatakan setuju dan bersedia untuk berpartisipasi
sebagai informan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh saudari
Puput Putri selaku mahasiswi Program Studi S2 Ilmu Kesehatan
Masyarakat Universitas Hasanuddin dengan judul “Implementasi
Kebijakan Program Penanggulangan Stunting di Kabupaten
Enrekang”. Saya akan memberikan informasi yang sebenarnya sesuai
yang saya ketahui dan tanpa paksaan dari pihak manapun serta
menyetujui metode pengambilan informasi yang dilakukan oleh peneliti,
yaitu dengan wawancara, menggunakan alat perekam suara dan alat
dokumentasi (kamera).

Enrekang, Januari 2023

Informan,

( )



Lampiran 2. Pedoman Wawancara Responden

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENANGGULANGAN
STUNTING DI KABUPATEN ENREKANG

Pedoman Wawancara

1. DINAS KESEHATAN
2. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Nama Informan : ………………………………….
Umur Informan : ………………………………….
Jenis Kelamin : L / P
Jabatan : ………………………………….
No Telp / HP : ………………………………….
Alamat : ………………………………….
Tanggal wawancara : _ _ / _ _ / __________ (tgl/bln/thn)

Variabel Topik Wawancara Probing

Komunikasi
Komunikasi Kebijakan Program
Penanggulangan Stunting di

Kabupaten Enrekang

1. Menurut Bapak/Ibu apakah
ada kebijakan yang mengatur
penanggulangan program
stunting, Bagaimana proses
langkah-langkah terbentuknya
kebijakan tersebut?

2. Bagaimana kebijakan tersebut
diterapkan, dan bagaimana
sosialisasi dan bimbingan
teknis?

3. Sejauh mana kebijakan
tersebut telah diterapkan

4. Bagaimana informasi kegiatan
program stunting
disampaikan?

Sumber Daya 1. Kesiapan Sumber Daya Manusia
1. Bagaimana kondisi SDM yang

dimiliki, adakah petugas
khusus yang di Surat
Keputusan untuk pengelola



kegiatan penanggulangan
stunting, sejauh mana standar
kompetesi yang sudah
dimiliki ?

2. Bagaimana tim dalam
pengelolaan kegiatan
penanggulangan stunting?

2. Kesiapan Sumber Daya Lainnya
(Dana, fasilitas)

1. Bagaimana proses
pengusulan dana dalam
penanggulangan stunting di
Kabupaten Enrekang?

2. Bagaimana ketersediaan
sarana dan prasarana dalam
menunjang kegiatan tersebut,
jenis prasarana dan sarana
yang ada ?

Sikap/Disposisi Komitmen terhadap Kebijakan
Program Penanggulangan Stunting

1. Bagaimana komitmen
Pemerintah Daerah dalam
penanggulangan stunting di
Kabupaten Enrekang?

2. Bagaimana komitmen lintas
sentor penanggulangan
Stunting?

3. Bagaimana uraian tugas dan
wewenang masing-masing
tim?

Struktur
Birokrasi

Rancangan Struktur Birokrasi yang
berlaku

1. Apakah ada SOP yang berlaku
dalam melaksanakan
pencegahan stunting?

2. Apakah ada struktur
organisasi yang dibentuk
dalam pelaksanaan
pencegahan stunting pada
program stunting?



PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENANGGULANGAN
STUNTING DI KABUPATEN ENREKANG

Pedoman Wawancara

1. Dinas Perikanan dan Peternakan (DISKANAK)
2. Dinas Pendidikan (DISDIK)
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
4. Dinas Sosial (DINSOS)
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DISKOMINFO-Statisktik)
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

(BAPPEDA)

Nama Informan : ………………………………….
Umur Informan : ………………………………….
Jenis Kelamin : L / P
Jabatan : ………………………………….
No Telp / HP : ………………………………….
Alamat : ………………………………….
Tanggal wawancara : _ _ / _ _ / __________ (tgl/bln/thn)

Variabel Topik Wawancara Probing

Komunikasi
Komunikasi Kebijakan Program
Penanggulangan Stunting di

Kabupaten Enrekang

1. Menurut Bapak/Ibu apakah ada
kebijakan yang mengatur
penanggulangan program
stunting, Bagaimana proses
langkah-langkah terbentuknya
kebijakan tersebut?

2. Bagaimana informasi kegiatan
program stunting disampaikan?

Sumber Daya
1. Kesiapan Sumber Daya

Manusia

1. Bagaimana kondisi SDM yang
dimiliki, adakah petugas
khusus yang di Surat
Keputusan untuk pengelola
kegiatan penanggulangan
stunting, sejauh mana standar
kompetesi yang sudah dimiliki?

2. Kesiapan Sumber Daya 2. Bagaimana ketersediaan dana



Lainnya (Dana, fasilitas) dalam penanggulangan
stunting di Kabupaten
Enrekang?

3. Bagaimana ketersediaan
sarana dan prasarana dalam
menunjang kegiatan tersebut,
jenis prasarana dan sarana
yang ada ?

Sikap/Disposisi
Komitmen terhadap Kebijakan
Program Penanggulangan

Stunting

1. Bagaimana komitmen
Pemerintah Daerah dalam
penanggulangan stunting di
Kabupaten Enrekang?

2. Bagaimana uraian tugas dan
wewenang masing-masing
tim?

Struktur Birokrasi Rancangan Struktur Birokrasi
yang berlaku

1. Apakah ada SOP yang berlaku
dalam melaksanakan
pencegahan stunting?

2. Apakah ada struktur organisasi
yang dibentuk dalam
pelaksanaan pencegahan
stunting pada program
stunting?



PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENANGGULANGAN
STUNTING DI KABUPATEN ENREKANG

Pedoman Wawancara Kepala/Staff PUSKESMAS

Nama Informan : ………………………………….
Umur Informan : ………………………………….
Jenis Kelamin : L / P
No Telp / HP : ………………………………….
Alamat : ………………………………….
Tanggal wawancara : _ _ / _ _ / __________ (tgl/bln/thn)

Variabel Topik Wawancara Probing

Komunikasi
Komunikasi tentang Kebijakan Program

Penanggulangan Stunting di
Kabupaten Enrekang

1. Bagaimana implementasi
pelakasanaan kegiatan
penanggulangan Stunting
lapangan?

2. Bagaimana menyampaikan
informasi kegiatan stunting ke
masyarakat?

Sumber Daya Kesiapan Sumber Daya

1. Bagaimana menurut bapak/ibu
terkait ketersediaan SDM dalam
pelaksanaan pecegahan stunting
pada program stunting?

2. Bagaimana kesediaan sumber
dana penanggulangan stunting di
Puskesmas?

3. Bagaimana kesediaan sarana
dan prasarana?



PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENANGGULANGAN
STUNTING DI KABUPATEN ENREKANG

Pedoman Wawancara Masyarakat

Nama Informan : ………………………………….
Umur Informan : ………………………………….
Jenis Kelamin : L / P
No Telp / HP : ………………………………….
Alamat : ………………………………….
Tanggal wawancara : _ _ / _ _ / __________ (tgl/bln/thn)

Variabel Topik Wawancara Probing

Komunikasi
Komunikasi terkait Kebijakan

Program Penanggulangan Stunting
di Kabupaten Enrekang

1. Apa saja bapak/ibu ketahui
kebijakan program stunting saat
ini di Kab Enrekang?

2. Bagaimana pelaksanaan
kebijakan program stunting di
Kabupaten Enrekang?

Sumber Daya Kesiapan Sumber Daya Bagaimana ketersediaan fasilitas
menurut bapak/ibu untuk
pelaksanaan pencegahan stunting
pada program stunting?



Lampiran 3. Surat Etik Penelitian FKM Unhas



Lampiran 4. Surat Izin Penelitian FKM Unhas



Lampiran 3. Surat Izin Penelitian PTSP Provinsi Sul-Sel



Lampiran 4. Surat Izin Penelitian PTSP Kab. Enrekang





Lampiran 5. Matriks Wawancara

MATRIKS WAWANCARA INFORMAN KEPALA/STAFF

DINAS KESEHATAN, DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Faktor Komunikasi
No Pertanyaan Informan Jawaban Reduksi Kesimpulan
1 Menurut Bapak/Ibu

apakah ada kebijakan
yang mengatur
program
penanggulangan
stunting, Bagaimana
proses langkah-
langkah terbentuknya
kebijakan tersebut?

K Antara lain kebijakan kita sudah
membuat beberapa peraturan bupati
ada yang dalam bentuk perda dan
peraturan lain pokoknya luar biasa
kebijakan yang kita ambil karena
karena memang di Sulawesi selatan
itu di enrekang itu lokus pencegahan
stanting termasuk dengan bone.
Keputusan Bupati Enrekang Nomor
440/KEP/IX/2018 tentang Gerakan
Masyarakat Peduli Stunting
(GEMPITA) dan dibentuk TPPS (Tim
Percepatan Penurunan Stunting)

Dari hasil
wawancara yang
dilakukan informan
menyebutkan
kebijakan program
stunting saat ini
adalah GEMPITA,
Pembentukan TPPS
(Tim Percepatan
Penurunan Stunting)

Dapat disimpulkan bahwa
kebijakan yang dibuat untuk
program stunting adalah
Keputusan Bupati Enrekang
Nomor 440/KEP/IX/2018 tentang
Gerakan Masyarakat Peduli
Stunting (GEMPITA) Keputusan
Bupati Enrekang Nomor
141/KEP/III/2022 tentang
Pembentukan Tim Percepatan
Penurunan Stunting Kabupaten
Enrekang.

DS Kebijakan program Stunting ini
termasuk dalam tugas TPK (Tim
Pendamping Keluarga). TPK ini
merupakan sekelompok tenaga yang
terdiri dari bidan, PKK dan kader KB.
Adanya pembentukan TPK tentunya
sesuai dengan Perpres 72 tahun



2021 tentang percepatan
penurunan Stunting.

2 Bagaimana kebijakan
tersebut diterapkan,
dan bagaimana
sosialisasi dan
bimbingan teknis? K

Kalau penerapan seperti biasa kita
lakukan di Dinas Kesehatan, ada
pertemuan, ada monev, standarnya
ada yaitu jenis kegiatannya 1000
HPK, Surveilan ePPGBM (Elekronik
Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis
Masyarakat), KPM, Rembuk stunting
pembelian PMT tetapi hanya sedikit,
penangulangan masalah gizi

Dari hasil
wawancara yang
telah dilakukan,
informan
mengatakan
Kegiatan program
stunting
dilaksanakan sesuai
dengan
standar operasional
program gizi,
Diterapkan setelah
dibentuknya tim
koordinasi
stunting,
disosialisasikan
ketika rapat
koordinasi
pertama dengan
penanggung
jawab Dinas KB,
bimbingan
teknisnya
dilaksanakan pada
saat pelaksanaan 8
aksi
konvergensi.

Kegiatan program stuntimg seperti
pertemuan, monev sesuai dengan
pedoman yang berlaku dan
Kebijakan telah dilakukan yang
diketuai oleh ketua tim
yaitu Wakil Bupati Enrekang
dengan Penanggungjawab Dinas
KB

DS

Setelah ada kebijakan tersebut, maka
dibentuknya tim stunting Kabupaten
Enrekang. Dan diketuai oleh Wakil
Bupati, dan OPD terkait, setelah
adanya kebijakan dan terbentuknya
tim teknis maka dimulailah koordinasi
dengan OPD terkait dan sebagai
penanggungjawabnya adalah kami
sendiri Dinas KB. Untuk sosialisasi
awalnya dilaksanakan saat rapat
koordinasi yang pertama di Bappeda
dengan dibagikan SK tim. Bimbingan
teknisnya pada saat pelaksanaan 8
aksi konvergensi.

3 Sejauh mana
kebijakan tersebut

K Kebijakannya sudah baik dan sudah
diterapkan. tetapi masih banyak

Dari hasil
wawancara yang

Kebijakan sudah diterapkan
tetapi masih banyak



telah diterapkan? hambatan didalam koordinasi lintas
OPD

dilakukan, kebijakan
sudah diterapkan
koordinasinya belum
maksimal.

hambatan

DS Yah yang kita ketahui sudah baik tapi
mungkin belum maksimal

4 Bagaimana informasi
kegiatan program
stunting
disampaikan?

K Informasi disampaikan pada saat
rapat bulanan di Dinas KB, sosialisasi
dalam bentuk media whatshapp dan
email

Dari hasil
wawancara yang
dilakukan, Informasi
disampaikan pada
saat rapat bulanan,
sosialisasi,
whatshapp

Informasi telah disampaikan
dengan baik

DS Diinformasikan pada
rapat bulanan di Dinas KB, biasanya
informasi kegiatan ini juga dalam
bentuk online dan offline

Faktor Sumber Daya
No Pertanyaan Informan Jawaban Reduksi Kesimpulan
1 Bagaimana kondisi

SDM yang dimiliki,
adakah petugas
khusus yang di Surat
Keputusan untuk
pengelola kegiatan
penanggulangan
stunting, sejauh mana
standar kompetesi
yang sudah dimiliki ?

K

Jika SDM nya di bidang kesehatan
yakni jajajaran Dinkes yakni Kepala
Dinas, Bidang Kesmas, Bidang SDK,
Bidang P2P dan Bidang Yankes, untuk
SDM khusunya petugas gizi dengan
latar belakang gizi baru 9 Puskesmas
dari 13 Puskesmas, selebihnya bidan
dan perawat.

SDMnya sesuai
lampiran SK Perbup
yakni Kepala Dinas,
Bidang Kesmas,
Bidang SDK, Bidang
P2P dan Bidang
Yankes, dan dari
Puskesmas yang
berlatar belakang
gizi baru 13
Puskesmas. Sudah
ada perjanjian
kontrak kerja
dengan tenaga lain.

Jumlah SDM belum
memenuhi kebutuhan yang
ada

DS Ada beberapa perjanjian kotrak kerja
antara tenaga promkes, sanitarian,
tenaga nutrisi itu berlaku satu tahun
anggaran, dan diperpanjang lagi tahun
berikutnya bila dipandang relevan.



2 Bagaimana tim dalam
pengelolaan kegiatan
penanggulangan
stunting?

K Masih tetap menjalankan tugas sesuai
dengan tupoksi masing-masing tetapi
masih menyesuaikan kondisi pada saat
pelaksanaan.

Dari hasil
wawancara,
informan
menyatakan bahwa
telah menjalankan
tugas sesuai
tupoksi

Berjalan sesuai dengan uraian
tugas masing-masing

DS Kita punya tugas masing-masing dan
dikerjakan sesuai tupoksinya

3 Bagaimana masalah
dana dalam
penanggulangan
stunting di Kabupaten
Enrekang?

K

Pengusulan dana sendiri di Kab.
Enrekang sudah dianggarkan tetapi
masih belum mencukupi, artinya untuk
kedepannya akan dimaksimalkan lagi
supaya percepatan penurunan
stunting.
Dananya masih terbatas dan belum
mencukupi untuk kegiatan-kegiatan
Sudah ada anggaran dalam
penanggulangan stunting Dana sudah
dianggarkan tetapi belum mencukupi.
yang sudah direncanakan.

Dari hasil
wawancara yang
dilakukan, informan
menyatakan dana
sudah dianggarkan
tetapi belum
mencukupi.

Sudah ada anggaran dalam
penanggulangan stunting

DS

Sudah ada dana dan untuk program
stunting ada Namanya BOK (Biaya
Operasional) dari pusat, biaya ini
digunakan untuk diberi ke pendamping
keluarga, evaluasi lokmin, dan dana
untuk audit.

4 Bagaimana
ketersediaan sarana
dan prasarana dalam
menunjang kegiatan
tersebut, jenis
prasarana dan sarana

K Salah satu kendala yakni alat
antropometri, tetapi tahun ini kita
menganggarkan untuk membeli
antropometri tetapi masih terbatas,
belum seluruh Desa

Dari wawancara
yang dilakukan,
informan
menyatakan jika
kendala di alat
antropometri

Sarana prasarana seperti Alat
atropometri sudah ada
tetapi belum mencukupi

DS Untuk saran kita masih sangat terbatas



yang ada? tidak sesuai
kebutuhan.

Faktor Sikap/Disposisi
No Pertanyaan Informan Jawaban Reduksi Kesimpulan
1 Bagaimana

komitmen
Pemerintah Daerah
dalam
penanggulangan
stunting di
Kabupaten
Enrekang?

K
Ada komitmen yang
diresmikan di acara Rembuk
Stunting 2022

Bupati sangat berkomitmen
untuk penurunan stuning.
Ada komitmen yang
diresmikan di acara Rembuk
Stunting 2022

Komitemen pemerintah
sudah ada

DS Setelah kepala daerah
mengetahui Kab. Enrekang
menjadi lokus bahkan Kab.
Enrekang memiliki presentasi
tertinggi. Bupati sangat
berkomitmen untuk penurunan
stunting.

2 Bagaimana
komitmen lintas
sentor
penanggulangan
Stunting?

K Komitmennya kepala Desa
sangat mendukung sekali,Dinas
lain juga mendukung berupa
penyuluhan, Babinsa
juga hadir memberikan motivasi,
ada Kepala
Puskesmas dan TPG (Tenaga
Pendamping Gizi) nya juga,
PKK juga aktif dari
kecamatan dan pemerintah
Desa juga aktif

Dari wawancara yang
dilakukan, jika komitmen
lintas sector mendukung,
dalam pelaksanaan
penurunan stunting

Komintmen sudah ada
tetapi belum maksimal

DS Belum terlalu
maksimal di lakukan,
kalo dari kecamatan,



perangkat Desa
melakukan kegiatan di posyandu
melakukan
advokasi kader

3 Bagaimana uraian
tugas dan
wewenang masing-
masing tim?

K Ada dalam SK TPPS Ada uraian tugas dan
wewenang di lampiran SK
TPPS

Ada surat keputusan tentang
uraian tugasDS Ada uraian tugas dan wewenang

di
lampiran SK

Faktor Struktur Birokrasi
No Pertanyaan Informan Jawaban Reduksi Kesimpulan
1 Apakah ada SOP

yang berlaku dalam
melaksanakan
pencegahan
stunting?

K

Belum ada SOP yang mengatur
secara khusus tentang
pencegahan stunting, SOP yang
ada baru terkait pelacakan kasus
stunting, acuannya langsung ke
Perpres 72 Tahun 2021

Berdasarkan hasil
wawancara mendalam
kepada informan bahwa
dalam mengimplementasikan
kebijakan stunting pada
program stunting di
Kabupaten Enrekang
mengacu kepada Peraturan
Presiden Nomor 72 Tahun
2021 tentang percepatan
Penurunan Stunting

SOP implementasi kebijakan
stunting pada program
stunting di Kabupaten
Enrekang mengacu kepada
Peraturan Presiden Nomor 72
Tahun 2021

DS Dalam pelaksanaan aksi
konvergensi, sampai saat belum
ada SOP tersendiri, kami masih
mengacu pada Peraturan
Presiden Nomor 72 Tahun 2021
tentang Percepatan Penurunan
Stunting serta petunjuk dari
provinsi

2 Apakah ada struktur
organisasi yang
dibentuk dalam

K Kalau pembagian kerja dan
tanggung jawab saya kira sudah
jelas, dan bukan menjadi

Dalam pelaksanaan
kebijakan pencegahan
stunting pada program

Dapat disimpulkan bahwa
struktur organisasi program
stunting sudah ada yaitu Tim



pelaksanaan
pencegahan stunting
pada program
stunting?

masalah lagi, dan sudah
diperkuat dengan SK yang ada,
tinggal komitmen dalam
melaksanakan tanggung jawab
yang ada, karena penyelesaian
stunting ini tidak dapat selesai
kalau hanya sekedar rapat saja,
bicara stunting bukan hanya
Dinas Kesehatan saja tapi
bagaimana semua stakeholder
memahami dan menjalankan
peran dan tugasnya masing-
masing

stunting di Kabupaten
Enrekang, pemerintah daerah
telah melaksanakan
pembagian kerja dan
tanggung jawab kepada
seluruh pelaksana program
stunting. Untuk itu tim
percepatan kabupaten telah
dibentuk dengan pembagian
kerja dan tanggung jawab
yang didasarkan pada Surat
Keputusan Kepala Daerah
tentang Tim Percepatan
Penurunan Stunting

TPPS Kab. Enrekang

DS Pembagian kerja dan tanggung
jawab sudah jelas berdasarkan
Surat Keputusan Bapak Bupati
tentang Tim Percepatan
Penurunan Stunting baik yang
ada di tingkat kabupaten. Saya
berharap semua stakeholder
dapat bekerja sama dalam
menjalankan tugas masing-
masing dengan baik, memiliki
komitmen yang baik sehingga
kita dapat mencapai target
penurunan prevalensi stunting
14% di tahun 2024



MATRIKS WAWANCARA INFORMAN KEPALA/STAFF

Dinas Perikanan dan Peternakan (DISKANAK), Dinas Pendidikan (DISDIK), Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa (DPMD), Dinas Sosial (DINSOS), Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DISKOMINFO-
Statisktik) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA)

Faktor Komunikasi
No Pertanyaan Informan Jawaban Reduksi Kesimpulan
1 Menurut Bapak/Ibu

apakah ada kebijakan
yang mengatur
penanggulangan
program stunting,
Bagaimana proses
langkah-langkah
terbentuknya
kebijakan tersebut?

S TPPS (Tim Percepatan
Penurunan Stunting)

Dari hasil wawancara yang
dilakukan informan
menyebutkan kebijakan
program stunting saat ini
adalah GEMPITA,
Pembentukan TPPS (Tim
Percepatan Penurunan
Stunting)

Dapat disimpulkan bahwa
kebijakan yang dibuat untuk
program stunting adalah
Keputusan Bupati Enrekang
Nomor 440/KEP/IX/2018
tentang Gerakan
Masyarakat Peduli Stunting
(GEMPITA) Keputusan
Bupati Enrekang Nomor
141/KEP/III/2022 tentang
Pembentukan Tim
Percepatan Penurunan
Stunting Kabupaten
Enrekang.

M Setau saya untuk sekarang
GEMPITA yah karena kita
pernah Kerjasama dengan
Dinkes membawakan sosialisasi
terkait GEMPITA di sekolah
Paud yang ada di Enrekang

MS Ada Keputusan Bupati Enrekang
Nomor 440/KEP/IX/2018
tentang Gerakan Masyarakat
Peduli Stunting (GEMPITA) dan
dibentuk TPPS (Tim Percepatan
Penurunan Stunting)

S GEMPITA yah setau aku saat ini
MA Kemarin yang kami sebar

informasinya itu ada Namanya
GEMPITA dan bagi-bagi
sembako di desa-desa



IMW GEMPITA masih kita jalankan
dari tahun 2018 sampai saat ini
mungkin lebih di upgrade sama
Dinkes dan Dinas KB lagi

2 Bagaimana informasi
kegiatan program
stunting disampaikan?

S
Informasi disampaikan sering
lewat wa, email, telpon dan rapat
di dinas

Dari hasil wawancara yang
telah dilakukan, Interpertasi
media yang digunakan
whatsaap, telepon
email dan rapat rutin

Menggunakan media dalam
menyampaikan informasi
kegiatan program stunting

M Paling sering itu lewat wa

MS Biasanya kita ketemu di Dinas
KB, online juga

S
Kadang itu lewat wa ji biasa juga
email dan ketemu langsung di
Dinas KB

MA Rapat di Dinas

IMW Informasinya biasa dikirim lewat
wa

Faktor Sumber Daya
No Pertanyaan Informan Jawaban Reduksi Kesimpulan
1 Bagaimana kondisi

SDM yang dimiliki,
adakah petugas
khusus yang di Surat
Keputusan untuk
pengelola kegiatan
penanggulangan
stunting, sejauh mana

S Ketersediaan SDM belum cukup
memadai, dan mungkin yang
SDM sekarang perlu ada
peningkatan kompetensi

Dari hasil wawancara yang
mendalam, informan
menyatakan bahwa
ketersediaan SDM belum
cukup atau belum memadai,
dan masih ada petugas gizi
dijalankan oleh perawat/bidan

Jumlah SDM belum
memenuhi kebutuhan yang
ada

M Masih terbatas, apalagi sangat
sedikit yang latar belakang gizi

MS Kalau SDM itu masih terbatas
kebanyakan juga disini



standar kompetesi
yang sudah dimiliki?

perawat/bidan
S Belum cukup memadai
MA Masih terbatas
IMW Belum cukup memadai untuk

sekarang
2 Bagaimana

ketersediaan dana
dalam
penanggulangan
stunting di Kabupaten
Enrekang?

S Anggaran itu ada tapi belum
cukup

Dari hasil wawancara yang
dilakukan, informan
menyatakan dana sudah
dianggarkan tetapi belum
mencukupi.

Sudah ada anggaran dalam
penanggulangan stunting

M

Anggaran kami sudah cukup dan
memadai untuk mendukung
program kami, yaitu sosialisasi
dan pelatihan terkait
penanganan stunting di tingkat
paud

MS
Kalau kita sendiri itu cukup
karena kita juga sudah punya
dana sendiri

S Iya cukup tapi mungkin bisa di
danakan lagi

MA Kalua anggaran sudah ada, tapi
masih terbatas

IMW Belum cukup memadai untuk
sekarang

3 Bagaimana
ketersediaan sarana
dan prasarana dalam
menunjang kegiatan
tersebut, jenis
prasarana dan sarana
yang ada?

S Belum cukup memadai, tapi
kalau dibilang ada yah ada

Dari wawancara yang
dilakukan, informan
menyatakan ketersediaan
fasilitas untuk mendukung
pelaksanaan kegiatan
program stunting belum
cukup memadai, yang masih
menjadi masalah adalah

Untuk sarana dan prasara
sudah ada namun belum
cukup memadai seperti alat
atropometri masih kurang

M Untuk fasilitas itu sudah ada tapi
kita masih membutuhkan lagi
seperti alat antropomentri untuk
di bawa ke lapangan

MS Sudah cukup
S Sudah ada disediakan tapi masih



ketersediaan fasilitas
pendukung di sektor
kesehatan untuk mendukung
pelaksanaan kegiatan di
lapangan

belum memadai
MA Belum memadai
IMW Belum cukup memadai

Faktor Sikap/Disposisi
No Pertanyaan Informa

n Jawaban Reduksi Kesimpulan
1 Bagaimana

komitmen
Pemerintah Daerah
dalam
penanggulangan
stunting di
Kabupaten
Enrekang?

S Pemerintah sangat aktif dan
mendukung terkait pelaksanan
program stunting ini,

Dari hasi wawancara yang
dilakukan, informan
menyatakan bahwa
komitmen pemenritah
sangat aktif dan
mendukung program
penanggulangan stunting ini

Komitmen pemerintah
sudah sangat bagus

M Sangat aktif, dan komitmennya
sangat luar biasa

MS Pemerintah daerah dalam hal
ini bupati, waki bupati dan
kepala dinas sangat
mendukung dan berkomitmen
dalam mendukung kegiatan
percepatan penurunan stunting

S Sangat mendukung program ini
MA Komitmen dan dukungan

pemerintah sudah cukup bagus
IMW Sangat berperan aktif

2 Bagaimana uraian
tugas dan
wewenang masing-
masing tim?

S Uraian tugas melekat pada SK
dan tupoksi

Dari wawancara yang
dilakukan, semua informan
menyatakan bahwa mereka
memiliki tugas, fungsi,
wewenang, dan

Dapat disimpulkan bahwa
informan mempunyai tugas,
fungsi, wewenang, dan
tanggungjawab sesuai
instansi masing-masing dan

M Iya dek ada, dan sangat jelas
kita harus laksanakan

MS Ada tugas masing-masing



tanggungjawab masing-
masing instansi. Dan
mereka juga melaksakan
tugas, fungsi, wewenang,
dan tanggungjawab sesuai
dengan peraturan yang
berlaku

mereka melakukan program
tersebut sesuai dengan
peraturan yang berlaku

instansi, dan wajib untuk
dilaksanakan

S Ada, iya
MA Iya ada dan dilaksanakan
IMW Untuk tugas fungsi dan

wewenang sudah tentu ada yah
dan juga kita harus laksanakan

Faktor Struktur Birokrasi
No Pertanyaan Informan Jawaban Reduksi Kesimpulan
1 Apakah ada SOP

yang berlaku dalam
melaksanakan
penncegahan
stunting?

S Setau saya ada SOP standar
yang di pakai yang dari undang-
undang no 72

Dari hasil wawancara yang
dilakukan di dapatkan bahwa
semua informan mengatakan
bahwa ada SOP yang berlaku
dalam melaksanakan
pencegahan stunting yang
mengacuh UU No 72

Dapat disimpulkan dari hasil
wawancara yang dilakukan
yaitu semua informan
menyatakan bahwa ada SOP
yang berlaku dalam
melaksanakan pencegahan
stunting

M Setiap program itu ada memang
SOPnya

MS Iya ada,
S Ada
MA Ada SOP standar yang di pakai

yang terkait Undang-undang
IMW Ada SOP setiap kegiatan yang

mau dijalankan
2 Apakah ada struktur

organisasi yang
dibentuk dalam
pelaksanaan
pencegahan stunting
pada program
stunting?

S Iya ada Namanya Tim TPPS
yang ketuanya Bapak Wakil
Bupati Enrekang itu sendiri

Semua informan mengatakan
bahwa ada struktur
organisasi dalam
pelaksanaan program
stunting yang dinamakan Tim
TPPS Kab. Enrekang yang
menjadi ketua yaitu Wakil

Dapat disimpulkan bahwa
struktur organisasi program
stunting sudah ada yaitu Tim
TPPS Kab. EnrekangM Untuk pembagian kerja, saya

rasa sudah sangat jelas, apalagi
sudah diperkuat dengan SK,
sehinggan penanganan terkait



Bupati Enrekangstunting akan lebih baik
MS Ada
S Ada
MA Pembagian kerja dan tanggung

jawab sudah jelas, masing-
masing sudah bekerja sesuai
dengan tupoksinya masing-
masing

IMW Iya ada

MATRIKS WAWANCARA INFORMAN KEPALA/STAFF PUSKESMAS



Faktor Komunikasi
No Pertanyaan Informan Jawaban Reduksi Kesimpulan
1 Bagaimana

implementasi
pelakasanaan
kegiatan
penanggulangan
Stunting lapangan?

HGS Setelah kami mengetahui
Desa kami menjadi lokus
stunting, kami mengkroscek
data untuk memastikan data
apakah benar valid, setelah itu
kami mengadakan rembuk
stunting Desa, untuk
menyampaikan data yang sudah
ada dan merencanakan
bagaimana penurunan stunting di
Kecamatan Baraka dan kemarin
diambil kesimpulan
dibuatlah satu kelompok
rumah Desa sehat, ada
kader pembangunan
manusia, bidan Desa, dan
kader untuk mengadakan
kegiatan rutin yakni
seminggu sekali diberikan
edukasi dan penyuluhan gizi dari
balita, ada pemeriksaan rutin,
pemberian pmt, dananya dari
Desa berupa
susu, telur, roti jadi pmtnya
bervariasi

Dari hasil wawancara yang
dilakukan informan
mengatakan bahwa kegitan
yang telah dilakanakan
pemberina PMT, penyuluhan,
konselor, pelatihanpelatihan

Kegiatan telah
dilaksanakan dalam program
penanggulangan
stunting

H Beberapa
pendampingan di
posyandu, konselor



terhadap ibu balita,
kemudian distribusikan
PMT dari dinas di
Desa lokus stunting

2 Bagaimana
menyampaikan
informasi kegiatan
stunting ke
masyarakat?

HGS Kalo kegiatan kami
disampaikan melalui
lokmin (lokakarya mini), pada
saat penyuluhan, kami telpon
kadernya, posyandu sudah rutin
masyarakat sudah tau

Dari hasil wawancara yang
dilakukan informan
mengatakan bahwa informasi
disampaikan
pada saat lokmin,
penyuluhan, surat,
dan telephone.

Dapat disimpulkan bahwa
Informasi dilakukan
satu arah

H Melalui surat,
Lokmin, lintas sektor,
penyuluhan

Faktor Sumber Daya
No Pertanyaan Informan Jawaban Reduksi Kesimpulan
1 Bagaimana menurut

bapak/ibu terkait
ketersediaan SDM
dalam pelaksanaan
pecegahan stunting
pada program
stunting?

HGS Sudah cukup, karena SDM yang
pilih itu dari Dinkes maupun
Dinas KB

Dari hasil wawancara yang
dilakukan, informan
mengatakan ketersediaan
SDM sudah mencukupi dan
dan SDM sendiri dikelolah
oleh Dinkes dan Dinas KB

Dapat disimpulkan
ketersediaan SDM program
stunting sudah mencukupi di
wilayah puskesmasH Iya sudah cukup

2 Bagaimana
kesediaan sumber
dana
penanggulangan
stunting di
Puskesmas?

HGS Saat ini anggaran diserahkan
langsung ke Dinas KB sebagai
penanggungjawab Tim TPPS

Hasil wawancara informan
mengatakan anggaran
dikelolah oleh Dinas KB
sebagai penanggungjawab
program stunting dan tidak
ada anggaran yang masuk di

Dapat disimpulkan
ketersediaan anggaran
dipegang oleh Dinas KB untuk
dikelolahH Mungkin yang tau itu Dinas KB

yha



Pukesmas
3 Bagaimana

kesediaan sarana
dan prasarana?

HGS Sarana dan prasana
atropometri sudah
ada tapi kalau bisa di tambahkan
lagi

Dari hasil wawancara,
informan menyatakan bahwa
sarana dan prasarana sudah
ada seperti alat antropometri
namun masih mebutuhkan
tambahan lagi

Dapat disimpulkan bahwa
sarana dan prasarana sudah
ada

H Untuk sarana sudah ada

MATRIKS WAWANCARA INFORMAN MASYARAKAT

Faktor Komunikasi
No Pertanyaan Informan Jawaban Reduksi Kesimpulan
1 Apa saja bapak/ibu PB Yang sering saya dengar itu ada Dari hasil wawancara Dapat disimpulkan bahwa



ketahui kebijakan program
stunting saat ini di Kab
Enrekang?

GEMPITA, informan tidak mengetahui
detai apa saja kebijakan
stunting yang ada di
Enrekang, hamper semua
informan mengetahui
program GEMPITA

informan semuanya
mengetahui kebijakan
program stunting yaitu
GEMPITA namun tidak
secara detail.

IL Pembagian tablet, imunisasi
NA GEMPITA itu saya tau dari tahun

2018
SA

Banyak yang dilakukan
puskemas seperti posyandu

2 Bagaimana pelaksanaan
kebijakan program
stunting di Kabupaten
Enrekang?

PB Saya tidak tau Dari hasil wawancara,
informan kurang mengetahui
bagaimana pelaksanaan
kebijakan program stunting di
Kab Enrekang

Dapat disimpulkan bahwa
informan tidak
mengetahui apakah
pelaksanaan kebijakan
program stunting sudah
maksimal atau belum.

IL -
NA Mungkin yang tau itu Dinkes
SA Kurang tau juga

Faktor Sumber Daya
No Pertanyaan Informan Jawaban Reduksi Kesimpulan
1 Bagaimana ketersediaan

fasilitas menurut
bapak/ibu untuk
pelaksanaan pencegahan
stunting pada program
stunting?

PB Di desa saya sudah ada
posyandu

Dari hasil wawancara yang
dilakukan, informan
mengatakan sudah
terpenuhinya ketersediaan
fasilitas maupun sarana

Dapat disimpulkan bahwa
ketersediaan fasilitas
sudah terpenuhiIL Sudah terpenuhi

NA Terpenuhi
SA Terpenuhi
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